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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR  11  TAHUN  2010 
TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN  

WAKIL KEPALA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

Menimbang : a.  bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan 
wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam 
penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan 
pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan 
tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan; 

b.  bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf c Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, menyatakan 
bahwa Komisi Pemilihan Umum berkewajiban 
menyampaikan semua informasi penyelenggaraan 
Pemilihan Umum kepada masyarakat; 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2010, No.301 2

c.  bahwa  ketentuan  Pasal 9 ayat (3) huruf q dan Pasal 10 
ayat (3) huruf r Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 
tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan sosialisasi 
penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas 
dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada 
masyarakat; 

d.  bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, 
huruf c dan huruf d serta ketentuan Pasal 117 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, perlu 
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dalam 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah; 

e.  bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf 
b dan huruf c serta memperhatikan perkembangan 
keadaaan, perlu mengganti Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Sosialisasi dalam Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;   

Mengingat : 1.  Undang-Undang   Nomor   40 Tahun 1999 tentang Pers 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3887);  

2.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151);  

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4252); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
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Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 01 Tahun 2010; 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 22 Tahun 2008;      

Memperhatikan : Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 
Mei 2010;     

MEMUTUSKAN :   
Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI 
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA 
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 
1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya 

disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu 
Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota 
dan Wakil Walikota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah 
secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
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2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga 
penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang 
dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau 
sebutan lainnya yang bersifat sementara. 

5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang 
dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan atau 
sebutan lainnya dan bersifat sementara. 

6. Informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 
informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan pemilu 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

7. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara 
teknis, tahapan, program, dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah. 

8. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya 
disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau 
gabungan Partai Politik dan perseorangan yang telah memenuhi 
persyaratan. 

9. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan 
suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau 
sudah/pernah kawin. 

10. Materi Sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat 
program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi 
semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebar dan diketahui 
oleh masyarakat luas. 

11. Stakeholder Pemilu adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap 
penyelenggaraan pemilu yang meliputi : penyelenggara pemilu, pengawas 
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